
MUATAN HUKUM PASAL 43 UU NO. 1/1974 TENTANG 

PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH 

KONSTITUSI NO 46/PUU-VIII/2010 

(Studi terhadap Teori  Maṣlaḥah) 

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

 

Diajukan Oleh: 

HAYATUN NUFUS 

Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Program Studi Hukum Keluarga 

NIM: 140101024  

 

 

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY 

DARUSSALAM-BANDA ACEH 

2018 M/1439 H 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

ABSTRAK 
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Pembimbing II : Amrullah, S,Hi., LLM 

Kata Kunci : Muatan Hukum, Pasal 43, UU Perkawinan, Teori  
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Status keperdataan anak luar nikah dewasa ini masih diperdebatkan oleh banyak 

kalangan. Hal ini seiring dengan norma hukum yang dimuat dalam Pasal 43 UU 

No. 1/1974 tentang Perkawinan, yang telah mengalami perubahan signifikan 

pasca diputusnya Putusan No. 46/PUU-Viii/2010 oleh Mahkamah Konstitusi. 

Sebelum diputus, muatan Pasal 43 menyatakan anak luar nikah hanya memiliki 

hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Sementara itu, pasca putusan 

MK status keperdataan anak juga berlaku bagi ayah dan keluarga ayahnya, hal ini 

tidak terlepas dari usaha untuk melindungi anak dan kemaslahatan hidupnya. 

Dalam hal ini, terdapat kekeliruan dalam menerapkan teori maṣlaḥah dalam 

muatan pasal tersebut. Untuk itu, rumusan masalahnya yaitu bagaimana ketentuan 

muatan hukum Pasal 43 UU No. 1/1974 pasca putusan Mahkamah Konstitusi?, 

dan Bagaimana tinjauan teori maṣlaḥah terhadap muatan hukum Pasal 43 UU No. 

1/1974 pasca putusan Mahkamah Konstitusi?. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data-data penelitian 

dikumpulkan dan teknik analisisnya yaitu yuridis-normatif. Hasil penelitian ada 

dua: Pertama, pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Pasal 43 UU No. 1/1974 

memuat ketentuan kedudukan keperdataan anak luar nikah tidak hanya kepada ibu 

dan keluarga ibunya saja, tetapi dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat 

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain 

menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan 

keluarga ayahnya. Ketentuan Pasal 43 UU No. 1/1974 pasca putusan Mahkamah 

Konstitusi menetapkan adanya hubungan keperdataan anak luar nikah kepada 

ayah biologisnya. Penetapan ini didasari atas perlindungan dan kemaslahatan 

anak. Teori maṣlaḥah yang dipakai cenderung menggunakan maṣlaḥah mulghah, 

yaitu kemaslahatan yang dipandang sesuai menurut akal tetapi bertentangan 

dengan dalil Alquran dan hadis. Hendaknya, MK tidak memberikan perluasan 

makna untuk anak luar nikah pada Pasal 43. Sebab, hal ini akan memberi ruang 

perdebatan alot antar banyak kalangan dan membenturkan hukum agama dan 

hukum negara. 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

 

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab 

ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya 

dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata 

Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.  Adapun Pedoman 

Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai 

berikut:
 1

 

 

1. Konsonan  

 

No. Arab Latin Ket No. Arab Latin Ket 

 ا 1
Tidak 

dilambangkan 

 

 ṭ ط 61

t dengan 

titik di 

bawahnya 

 B ب 2

 

 ẓ ظ 61

z dengan 

titik di 

bawahnya 

  „ ع T  61 ت 3

 Ś ث 4

s dengan 

titik di 

atasnya 

 gh غ 61

 

  f ف J  02 ج 5

 ḥ ح 6

h dengan 

titik di 

bawahnya 

 q ق 06

 

  k ك kh  00 خ 7

  l ل D  02 د 8

 Ż ذ 9

z dengan 

titik di 

atasnya 

 m م 02

 

  n ن R  02 ر 10
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  w و Z  01 ز 11

  h ه S  01 س 12

  ‟ ء sy  01 ش 13

 Ş ص 14

s dengan 

titik di 

bawahnya 

 y ي 01

 

 ḍ ض 15

d dengan 

titik di 

bawahnya 

   

 

 

 

2. Konsonan 

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
2
 

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut:   

Tanda Nama Huruf Latin 

 ََ  Fatḥah a 

 َِ  Kasrah i 

 َُ  Dammah u 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan 

Huruf 

Nama Gabungan 

Huruf 

٘  ََ  Fatḥah dan ya Ai 

ٔ   ََ    Fatḥah dan wau Au 

 

Contoh: 

  ,kaifa =  كٛف

 haula =      ْٕل
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
3
 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan tanda 

ََ  ا/٘  Fatḥah dan alif atau ya ā 

٘  َِ  Kasrah dan ya ī 

ٔ  َُ  Dammah dan wau ū 

 

Contoh: 

 qāla = لَالَ     

 ramā =   رَيَٙ

ْٛمَ      qīla = لِ

لُ    ْٕ  yaqūlu = ٚمَ

 

4. Ta Marbutah  (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah ( ج) hidup 

Ta marbutah ( ج) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah ( ج) mati 

Ta marbutah ( ج) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ج) diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 

marbutah ( ج) itu ditransliterasikan dengan h. 

 

Contoh: 
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فاَلاْ  طَا ضَة ْ الْا  rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl : رَوا

رَةاْ   نوََّ   /al-Madīnah al-Munawwarah :  الامَدِيانَة ْ الام 

 al-Madīnatul Munawwarah   

 Ṭalḥah :  طَلاحَةاْ  

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, 

seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai 

kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, 

bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
4
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BAB SATU  

 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang merupakan bagian dari 

syari‟at Allah terhadap hamba-Nya. Sebagai sebuah syari‟at, tentunya dalam 

proses pelaksanaannya harus didasari dengan nilai-nilai syari‟at pula, supaya 

dapat diakui oleh hukum terkait dengan keabsahannya, misalnya dengan 

memenuhi segala syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Pentingnya pemenuhan 

setiap ketentuan dalam proses perkawinan akan menentukan dan menimbulkan 

hak dan kewajiban dalam perkawinan. Salah satu unsur penting dari perkawinan 

adalah dapat meneruskan keturunan yang sah. 

Keturunan dalam hal ini anak dalam sebuah keluarga memiliki hak-hak 

yang melekat dalam dirinya. Di antara hak-hak anak adalah mendapatkan dan 

diakui statusnya sebagai anak dari orang tua (khususnya ayah) terkait dengan 

hubungan darah (hubungan nasab) dan keperdataan. Namun, dalam kondisi-

kondisi tertentu, aturan hukum menetapkan bahwa anak adakalanya tidak 

memiliki hak-hak seperti telah disebutkan. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh 

atau konsekuensi dari perkawinan sangat besar terhadap status anak dalam sebuah 

perkawinan. Amiur Nuruddin menyatakan bahwa penetapan asal usul anak 



memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui 

hubungan nasab antara anak dan ayahnya.
5
 

Terkait dengan itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (selanjutnya ditulis Undang-Undang Perkawinan) telah menjelaskan 

bahwa anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran.
6
 Dalam hal ini, 

kedudukan atau status anak erat kaitannya dengan bukti perkawinan yang 

sebelumnya telah mendahului. Dalam arti bahwa, jika anak dilahirkan dan 

dihasilkan dari sebuah perkawinan yang sah, maka status anak dapat ditetapkan 

kepada ayahnya. Namun sebaliknya, jika anak dilahirkan di luar perkawinan yang 

sah, maka anak itu tidak dapat dikaitkan dengan ayah atau laki-laki sebagai suami 

ibunya. 

Pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sebelum 

dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi, dinyatakan bahwa anak yang lahir 

di luar pernikahan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga 

ibunya. Adapun bunyi Pasal 43 tersebut adalah: 

“ Ayat (1): “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Ayat (2): 

“Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah”.  

 

Ketentuan Pasal 43 tampak sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. 

Dalam Islam anak luar nikah juga hanya dihubungkan kepada ibunya saja. Hak-

hak keperdataan anak seperti nafkah, warisan dan lainnya hanya diperoleh dari ibu 
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akte kelahiran yang authentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”. 



dan keluarga ibunya. Hubungan anak terhadap ibunya tetap bisa diakui dari setiap 

sisi kelahiran, baik yang syar‟i maupun tidak.
7
 Akan tetapi, hubungan anak 

dengan ayah harus dibuktikan dengan pernikahan yang sah. Untuk itu, anak zina 

tidak memiliki hubungan nasab kepada laki-laki yang menyebabkan ia lahir.
8
 

Namun demikian, muatan hukum Pasal 43 telah berubah dan tidak linier 

dengan konsep hukum Islam pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010. Putusan ini berawal dari permohonan uji materiil atas Pasal 

43 tersebut yang dimohonkan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. 

Mochtar Ibrahim. Aisyah Mochtar selaku pemohon sekaligus seorang ibu yang 

anaknya menjadi korban dari status luar nikah sebab nikah di bawah tangan. 

Dalam hal ini, Aisyah Mochtar memandang ketentuan Pasal 43 tersebut 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang justru menjamin hak-hak 

setiap anak, tidak terkecuali anaknya, meskipun ia lahir di luar nikah sebab tidak 

dicatat, tetapi sah menurut hukum agama. 

Ketentuan Pasal 43 pasca putusan Mahkamah Konstitusi, telah mengalami 

perubahan materi hukum. Status keperdataan anak luar kawin secara keseluruhan 

seperti tergambar dalam beberapa peraturan di atas telah berubah. Adapun bunyi 

Pasal 43 pasca Putusan MK tersebut yaitu: 

“ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata 

dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya 

yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi 
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Wasiat, Wakaf, Warisan, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 

2011), hlm.  37. 
8
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Ja‟fari, (terj: Masykur AB, dkk), cet. 15, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 578 



dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, 

termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
9
 

 

Putusan tersebut sebenarnya respon MK atas permohonan Machica 

Mukhtar terhadap pengujian Pasal 43 (yudicial review) dinyatakan, “Anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya 

dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang 

dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat 

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain 

menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.
10

  

Dengan ketentuan Pasal 43 pasca putusan tersebut, maka anak di luar 

nikah berhak mendapatkan hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya, antara lain 

biaya hidup, akte lahir, perwalian, hingga warisan.
11

 Berdasarkan hal tersebut, 

tentunya bertentangan dengan hukum Islam. Pasal 43 setelah ditetapkan putusan 

Mahkamah Konstitusi ini terlihat telah menyinggung dan menyalahi teori dalam 

Islam.   

Untuk memberi kemaslahatan bagi anak luar nikah, tentu tidak harus 

menghubungkan keperdataan anak dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir. 

Yang jelas, penyusunan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini terkait 

dengan status dari perlindungan terhadap anak, harus mengedepankan 

kemaslahatan. 
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Taufiqurrahman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra 

Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2013), hlm. 192-193. 
11

Taufiqurrahman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan… hlm. 192-193. 



Dari latar belakang masalah di atas, menarik kiranya untuk dikaji secara 

mendalam lagi terkait dengan muatan hukum Pasal 43 Undang-Undang 

Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dengan judul: “Muatan 

Hukum Pasal 43 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan Pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010: Studi terhadap Teori  

Maṣlaḥah”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, penulis membuat pertanyaan 

penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimana ketentuan hukum Pasal 43 UU No. 1/1974 pasca putusan 

Mahkamah Konstitusi? 

2. Bagaimana tinjauan teori maṣlaḥah terhadap muatan hukum Pasal 43 UU No. 

1/1974 pasca putusan Mahkamah Konstitusi? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Setiap penelitian memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Adapun 

tujuan penelitian yang ingin dicapai dari kasus yang terjadi ialah: 

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum Pasal 43 UU No. 1/1974 pasca putusan 

Mahkamah Konstitusi. 

2. Untuk mengetahui tinjauan teori maṣlaḥah terhadap muatan hukum Pasal 43 

UU No. 1/1974 pasca putusan Mahkamah Konstitusi. 

 



1.4. Penjelasan Istilah 

Terhadap judul penelitian ini, yaitu: “Muatan Hukum Pasal 43 UU No. 

1/1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan MK: Studi terhadap Teori Maṣlāḥah, 

maka ada empat istilah penting yang perlu dijelaskan, yaitu muatan hukum, Pasal 

43 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, pasca putusan MK, dan teori  maṣlāḥah. 

Masing-masing penjelasannya yaitu: 

1. Muatan hukum 

Istilah “muatan hukum” terdiri dari dua kata yaitu muatan dan hukum. 

Kata muatan berarti kandungan, isi, atau materi. Sedangkan kata hukum berarti 

kaidah, aturan (peraturan), norma-norma, atau undang-undang. Kata hukum juga 

berarti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang 

dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
12

 Jadi, yang dimaksud dengan istilah 

muatan hukum di sini yaitu kandungan atau isi dari peraturan yang telah 

ditetapkan, khususnya kandungan atau isi Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

2. Pasal 43 UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan 

Pasal 43 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan merupakan fokus yang ingin 

dicermati dan dikaji dalam penelitian ini. Pasal 43 tersebut berisi tentang hak 

keperdataan anak luar nikah dengan ibu dan keluarga ibunya. Kandungan atau 

muatan hukum pasal inilah yang akan dikaji, khususnya hak keperdataan anak 

luar nikah kepada bapaknya setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi 

(MK). 
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3. Pasca putusan MK 

Kata pasca berarti sesudah atau setelah, sedangkan putusan berarti 

ketetapan, atau putusan akhir yang telah ditetapkan oleh satu badan peradilan,
13

 

khususnya putusan MK (Mahkamah Konstitusi) Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jadi, 

yang dimaksud dengan pasca putusan MK dalam penelitian ini adalah setelah 

diputus oleh MK. Artinya, Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan tersebut telah 

mengalami perubahan kandungan setelah ditetapkannya putusan Nomor 46/PUU-

VIII/2010. 

MK atau Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan dan salah 

satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai sebuah lembaga 

peradilan, MK memiliki beberapa kewenangan tertentu, salah satunya untuk 

menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 

10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, MK 

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat 

final. 

4. Teori  maṣlāḥah. 

Istilah teori  maṣlāḥah terdiri dari dua kata, yaitu teori dan maṣlāḥah. 

Teori berarti pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung 

oleh data dan argumentasi, atau logika, metodologi, argumentasi, asas dan hukum 

umum yang menjadi dasar penemuan hukum.
14

 Sementara itu, kata maṣlāḥah 
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berarti kebaikan, maslahat, adanya manfaat dan kebaikan dari suatu hal, atau 

sesuatu yang mendatangkan kebaikan, kemaslahatan, faedah dan kegunaan.
15

  

Berangkat dari makna kata tersebut, maka yang dimaksud dengan istilah 

teori maṣlāḥah penelitian ini adalah suatu kaidah atau asas hukum yang telah 

ditetapkan oleh para ulama tentang cara pengambilan hukum melalui teori 

maṣlāḥah. 

 

1.5. Kajian Pustaka 

 

Sepengetahuan penulis, belum ada kajian ilmiah yang memfokuskan objek 

kajiannya pada Muatan Hukum Pasal 43 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan 

Pasca Putusan MK: Studi Terhadap Teori Maṣlāḥah. Meskipun ada beberapa 

tulisan yang berkaitan dengan putusan MK, akan tetapi tidak secara spesifik 

membahas masalah terkait fokus masalah dalam penelitian ini. 

Namun demikian, beberapa tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian 

ini, seperti pertama, dalam skripsi Sazali Bin Abdul Wahab dengan judul“Istilhaq 

Bapak Kandung Terhadap Anak Hasil Zina (Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-

Jauziyah)”.
16

 Dalam skripsi ini dijelaskan tentang ketentuan hukum Islam tentang 

anak di luar nikah yang meliputi pengertian anak luar nikah dalam Islam dan dasar 

hukumnya, pendapat ulama tentang nasab anak luar nikah, kemudian dalam bab 

dua dijelaskan mengenai objek kajian yaitu tentang pengakuan terhadap anak 

yang lahir di luar nikah yang sah menurut pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. 
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Sazali Bin Abdul Wahab, “Istilhaq Bapak Kandung Terhadap Anak Hasil Zina; Kajian 
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Diketengahkan dalam analisanya bahwa ketika seorang anak diakui oleh ayah 

kandungnya (ayah biologis), walaupun anak tersebut dibuat atau dihasilkan dari 

hasil zina maka ayah tersebut bisa mengakui anak tersebut sebagai anaknya dan 

hubungan nasab dan segala konsekuensi timbul di antara mereka (antara anak 

dengan yang mengakui tadi). 

Kedua, skripsi Muhammad Rizal, Fakultas Syari‟ah UIN Ar-Raniry Banda 

Aceh, Prodi Hukum Keluarga, tahun 2011, yang berjudul: Iqrar Bin Nasab Anak 

Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Masa Pernikahan (Kajian Pemikiran 

Wahbah Zuhaili). Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai teori iqrar bin nasab. 

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai konsep iqrar dalam Islam. Di dalamnya 

dijelaskan tentang pengertian iqrar bin nasab, komentar ulama terhadap 

perlindungan nasab anak luar nikah melalui konsep iqrar bin nasab, bentuk-

bentuk iqrar bin nasab dalam Islam. Pada bab selanjutnya dijelaskan tentang 

konsep iqrar bin nasab kajian pemikiran Wahbah Zuhaili. Inti dari pembahasan 

ini adalah pendapat Wahbah Zuhaili terkait dengan perlindungan hukum terhadap 

anak yang dilahirkan di luar batas minimal kehamilan, serta dijelaskan pula 

tentang analisis penulis terhadap pemikiran Wahbah Zuhaili.
17

 

Ketiga, skripsi Farid Ahkram yang berjudul; “Istilhaq Anak Di Luar 

Nikah; Kajian Pemikiran Ibnu Taimiyah”.
18

 Di dalamnya dijelaskan bahwa naṣab 

anak di luar nikah hanya kepada ibu dan keluarga ibunya, pendapat ini menjadi 

kesepakatan hukum para ulama dengan mengingat adanya hadiṡ yang 
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mengaturnya. Pada Bab III, dijelaskan pula mengenai pendapat Ibnu Taimiyah 

berikut argumentasinya mengenai tata cara istilḥaq (pengakuan seorang lelaki 

terhadap seorang anak sebagai anaknya). Dalam hal anak luar nikah, seorang ayah 

yang mengakui seorang anak sedangkan anak tersebut dihasilkan dari perbuatan 

zina maka pengakuan tersebut dapat dilakukan, demikian pendapat Ibnu Taimiyah 

sebagaimana dijelaskan dalam karya ini. 

Keempat, skripsi Hendri, yang berjudul; “Perlindungan Hukum terhadap 

Anak di Luar Nikah dan Kaitannya terhadap Kewarisan, (Analisa terhadap 

Putusan MK No. 46/PUU-IX/2010)”. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai 

alasan Mahkamah Konstitusi memutus dan menetapkan keperdataan anak luar 

nikah dengan ayah biologisnya. Selain itu dijelaskan pula mengenai perlindungan 

hukum bagi anak luar nikah terkait pemenuhan haknya dalam persoalan nafkah, 

perwalian serta warisan.
19

 

Kelima, skripsi Raihannur dengan judul Pencabutan Hak Perwalian Anak 

Dalam Hukum Islam (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No 

207/K/Ag/2010).
20

 Walaupun judul skripsi ini sedikit tidak terkait dengan 

bahasan, tetapi pembahasan tentang hak perwalian dalam Islam juga bisa 

dilindungi dengan cara Istilhaq. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang penetapan 

dan pencabutan hak perwalian dalam Islam yang terdiri dari beberapa sub bab di 

antaranya sebab-sebab terjadinya perwalian serta gambaran singkat tentang 
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perwalian dalam hukum positif. Sedangkan dalam bab tiga dijelaskan tentang 

alasan mahkamah Syar‟iyah Banda Aceh, alasan Mahkamah Syar‟iyah Provinsi 

serta alasan Mahkamah Agung dalam pencabutan hak perwalian seorang anak. 

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Ardian Arista Wardana, Mahasiswa 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2015 dengan judul: 

“Tinjauan Yuridis tentang Pengakuan Anak Luar Kawin Menjadi Anak Sah”. 

Dalam penelitiannya dipertanyakan mengenai bagaimana pengakuan anak luar 

kawin menjadi anak sah berdasarkan undang-undang perkawinan dan putusan MK 

No.46/PUU-VIII/2010. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa anak yang lahir 

di luar suatu ikatan perkawinan sah disebut anak luar kawin yang hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Anak luar 

kawin baru menjadi anak sah, jika adanya tindakan pengakuan dari laki-laki 

sebagai ayahnya dan disetujui oleh ibu dari anak tersebut. Menurut Putusan MK 

bahwa anak yang lahir di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata 

dengan ayah atau keluarganya jika tidak ada pengakuan dapat dibuktikan 

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang 

diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat sekitar. Dalam hal 

pembuktian tersebut, bila ayahnya telah meninggal dunia, seorang ibu yang akan 

membuktikan memerlukan bukti yang akurat untuk mengetahui bahwa sang anak 

tersebut memang darah daging dari ayah yang telah meninggal, tes DNA adalah 

salah satu cara yang paling akurat untuk membuktikan tentang kebenaran 

mengenai anak tersebut memang anak kandung dari ayah yang telah meninggal 

atau tidak, dan bila terbukti anak tersebut adalah anak kandung dari ayah yang 



sudah meninggal, maka berdasarkan hukum anak tersebut mempunyai hubungan 

perdata dengan ayahnya serta keluarga ayahnya.
21

 

Ketujuh, skripsi Muksal Mina, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, 

Fakultas Syari‟ah dan Hukum, pada tahun 2016, dengan judul: “Tinjauan Fatwa 

MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 tentang Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah 

(Anak Zina) terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/-

VIII/2010 tentang Status Anak Lahir Luar Nikah”. Dalam skripsi ini penulis 

menggunakan studi kepustakaan (library research) dan dilakukan dengan 

menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu menggambarkan konsep dan 

pertimbangan hukum dalam putusan MK terkait penetapan status hukum anak luar 

nikah, kemudian putusan  tersebut ditinjau menurut fatwa MPU Aceh. Hasil 

analisa penulis menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, nasab anak terputus 

dengan laki-laki pezina, begitu juga yang dimuat dalam Undang-Undang 

Perkawinan. Adapun pertimbangan Hakim MK adalah dengan pertimbangan 

kemaslahatan dan perlindungan anak. Setiap anak, tidak terkecuali anak luar 

nikah, mempunyai hak yang sama di mata hukum, sehingga ia tetap mempunyai 

hak keperdataan dengan kedua orang tuanya. Adapun tinjauan fatwa MPU Aceh 

terhadap putusan MK yaitu ada dua. Pertama, menetapkan terputusnya nasab 

anak pada laki-laki pezina yang sebelumnya MK tetap menetapkannya. Kedua, 

Mahkamah Konstitusi menganggap diskriminasi terkait dengan pemutusan 

hubungan perdata anak luar nikah dengan ayah biologis, sedangkan MPU Aceh 

meninjau bahwa  pemutusan hubungan nasab dan keperdataan anak dengan laki-
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laki zina dan menisbatkannya kepada ibu dan keluarga ibu anak, sebagai bentuk 

perlindungan nasab, bukan sebagai bentuk diskriminasi. Oleh karena itu, 

diharapkan kepada masyarakat muslim secara umum dan Aceh secara khusus 

untuk mempedomani fatwa MPU Aceh tersebut dalam kehidupan sehari-hari, 

khususnya terkait nasab anak luar nikah.
22

 

Kedelapan, skripsi Imanuddin, mahasiswa Fakultas Syari‟ah UIN Ar-

Raniry Banda Aceh, prodi hukum keluarga, tahun 2011, yang berjudul; “Tinjauan 

Hukum Islam terhadap Penentuan Hak Waris Anak Luar Nikah di Kluet Timur 

Aceh Selatan”.
23

 Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai kewarisan anak luar nikah 

pada masyarakat Kluet Timur, kemudian dijelaskan pula mengenai adanya hak 

waris bagi seorang anak dipengaruhi atas adanya keterikatan nasab antara anak 

dengan bapaknya. kemudian dijelaskan tentang faktor penyebab anak luar nikah 

mendapat hak waris serta analisa penulis terhadap hak waris anak luar nikah 

dalam masyarakat Kluet Timur. 

Kesembilan, skripsi Almukhrijal, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, 

Fakultas Syari‟ah dan Hukum, yang berjudul: “Pandangan Ibnu Qayyim tentang 

Status Anak Zina: Studi terhadap Penetapan Hubungan Mahram dan Hak-Hak 

Keperdataan Anak Zina”. Hasil penelitiannya disimpulkan bahwa menurut 

pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, ketentuan anak zina terhadap laki-laki zina 

atau ayah biologis ada dua ketentuan hukum. Ibnu Qayyim berpendapat anak zina 
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tetap memiliki hubungan mahram dengan laki-laki zina, jika laki-laki tersebut 

mengakui anak zina sebagai anaknya. Namun, hubungan keperdataan anak zina 

dengan laki-laki pezina yang mengakui anak tersebut terputus disebabkan karena 

hubungan perzinaan. Adapun metode istinbath hukum Ibnu Qayyim dalam 

menetapkan status anak zina yaitu menafsirkan hadis terkait dengan 

persengketaan klaim pengakuan anak. Ibnu Qayyim menyatakan ketetapan Rasul 

yang menetapkan anak tersebut bagi pemiliki ranjang, baik anak tersebut dibuahi 

dari hasil zina atau dari hasil hubungan perkawinan yang sah. Ibnu Qayyim juga 

berpendapat bahwa kata “ranjang” dalam hadis tersebut sebagai dalil pembuktian 

nasab dalam hal keterikatan hak-hak keperdataan, sedangkan “kemiripan” sebagai 

dalil hubungan mahram. Untuk itu, anak yang diklaim tersebut memiliki 

hubungan nasab dalam hal kemahraman, namun tidak dalam hal warisan, nafkah, 

dan perwalian. 

Dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan di atas, belum ada satu pun 

yang menyinggung dan membahas muatan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan 

pasca putusan MK secara mendalam. Dalam beberapa penelitian sebelumnya, 

hanya mengkaji status anak zina dalam hukum Islam, pandangan ketokohan dan 

studi lapangan. Sedangkan dalam penelitian ini digunakan studi kepustakaan yang 

fokusnya pada telaah atas muatan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan pasca 

putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. 

 

 

 



1.6. Metode Penelitian 

1.6.1. Jenis penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaanya.
24

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi kepustakaan, yaitu menggali data dari bahan-bahan kepustakaan, 

seperti buku-buku/kitab, jurnal, artikel dan peraturan peundang-undangan. Studi 

kepustakaan pada penelitian ini diarahkan pada studi norma hukum yang terdapat 

dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

1.6.2. Teknik pengumpulan data 

Mengingat penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (library 

research), maka yang menjadi data-data yang penulis rujuk yaitu sumber-sumber 

tertulis. Dalam hal ini penulis menggunakan tiga sumber hukum, yaitu: 

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif (otoritas). 

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Pasal 43 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap 

bahan hukum primer, seperti buku-buku atau kitab. Di antaranya yaitu buku: 

Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya 

hingga Putusan MK, karangan Taufiqurrahman Syahuri. Kitab terjemahan: al-

Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, jilid 11, karangan Wahbah Zuhaili, dan kitab atau 

buku lainnya yang penulis anggap relevan dengan penelitian ini. 

                                                           
24

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2009) hlm. 6. 



3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan 

penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-

kamus, majalah, ensiklopedia, jurnal-jurnal serta bahan dari internet dengan 

tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini. 

1.6.3. Analisa data 

Analisis data merupakan suatu langkah yang dilakukan peneliti dalam 

mengkaji dan menganalisa data-data yang sebelumnya telah diperoleh dari hasil 

penelitian.
25

 Dalam penelitian ini, analisis yang penulis gunakan adalah yuridis-

normatif, artinya menjelaskan dan menelaah kajian norma hukum yang terdapat 

dalam peraturan perundang-undangan, khususnya norma hukum Pasal 43 Undang-

Undang Perkawinan pasca Putusan MK. Setelah data-data telah dikumpulkan, 

maka akan diuji melalui teori maṣlāḥah sebagai salah satu ukuran dalam 

menetapkan hukum (Islam). 

 

1.7. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini disajikan dalam empat pembahasan, tersusun dari bab 

pendahulun, bab landasan teori, bab pembahasan dan hasil penelitian, serta bab 

penutup. Adapun sistematika atau susunan masing-masing dari empat bab tersebut 

yaitu. 

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, tersusun atas tujuan sub 

bahasan, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
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Bab dua merupakan bab landasan teoritis mengenai maṣlaḥah anak dalam 

hukum Islam. Bab ini terdiri dari tiga sub bahasan, yaitu tujuan syari‟at Islam, 

maṣlaḥah dalam maqāṣid al-khamsah, dan perlindungan terhadap anak luar nikah 

dalam hukum Islam. 

Bab tiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pasal 43 UU 

1/1874 pasca putusan MK. Bab ini tersusun atas tiga sub bahasan, yaitu muatan 

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan 

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasca 

putusan MK, dan tinjauan maṣlaḥah pada Pasal 43 pasca putusan MK. Dalam sub 

bahasan terakhir dimuat dua pembahasan, yakni sekilas putusan MK dan 

maṣlaḥah terhadap perlindungan anak. 

Bab keempat merupakan penutup. Dalam bab terakhir ini akan dirumuskan 

beberapa kesimpulan dan rujukan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat 

bagi semua pihak. 
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2.1. Tujuan Syari’at Islam 

Pembicaraan tentang tujuan syari‟at Islam atau dikenal dengan istilah 

maqāṣid al-syarī‟ah merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam 

yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian ulama 

menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh, dan ulama lain membahasnya 

sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. Tujuan 

penetapan hukum dalam Islam merupakan salah satu konsep penting dalam kajian 

hukum Islam. Karena begitu pentingnya, para ahli teori hukum menjadikan 

maqāṣid al-syarī‟ah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang 

melakukan ijtihad.
26

 

Istilah maqāṣid al-syarī‟ah yang sering digunakan untuk menamakan 

tujuan hukum Islam berarti hukum-hukum yang ada dalam Islam ditetapkan 

memiliki tujuan-tujuan tersendiri. Istilah maqāṣid al-syarī‟ah terdiri dari dua kata. 

Maqāṣid merupakan bentuk jama‟ dari maqṣad yang berarti maksud dan tujuan.
27

 

Sedangkan syari‟ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan 

untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia 
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maupun di akhirat.
28

 Dalam pengertian lain, syari‟at adalah ketentuan Allah yang 

ditetapkan atas setiap manusia baik mengenai ibadah, mu‟amalah, dan hukum 

Islam lainnya. 

Dengan demikian, maqāṣid al-syarī‟ah berarti kandungan nilai yang 

menjadi tujuan pensyariatan hukum. Menurut Satria Efendi, maqāṣid al-syarī‟ah 

mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat 

umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadis-hadis 

hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang 

terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan 

pengertian istilah maqāṣid al-syarī‟ah (maksud Allah dalam menurunkan ayat 

hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadis hukum). Sedangkan 

pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai 

oleh suatu rumusan hukum.
29

 Dengan demikian, tujuan syari‟at Islam dalam 

makna maqāṣid al-syarī‟ah adalah berkenaan dengan maksud dan tujuan 

ditetapkannya hukum dalam Islam. 

Inti dari syariat Islam ditetapkan bertujuan untuk mewujudkan kebaikan 

sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudarat. 

Istilah yang sepadan dengan inti dari tujuan ditetapkannya hukum Islam tersebut 

adalah maṣlaḥah, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada 

kemaslahatan kehidupan umat manusia.
30

 Artinya, semua kontruksi hukum yang 
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ada dalam Islam, baik dalam ranah hukum keluarga Islam (ahwal al-syakhsiyah), 

mu‟amalah, pidana Islam (jinayah), politik (siyasah syar‟iyyah), dan lainnya 

ditetapkan berdasarkan kemasalahatan, adanya manfaat, dan demi kebaikan 

manusia itu sendiri. 

Menurut Abdul Manan, hukum yang diturunkan, diterapkan dan 

diberlakukan dalam Islam memiliki maksud tidak lain untuk menciptakan 

kemasalahatan hidup manusia.
31

 Syafaul Mudawam juga menyebutkan bahwa 

hukum-hukum syari‟at Islam dibangun untuk kemaslahatan manusia, mencegah 

kerusakan dan mewujudkan kebaikan utama.
32

 Intinya, hukum-hukum Islam 

bertujuan untuk menggapai maṣlaḥah dan menolak mafsadah. Hal ini sesuai 

dengan kaidah fikih yang menyebutkan: 

 درأ انًفاسد يمدو عهٗ جهة انًصانح   

Artinya: “ Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil       

manfaat.
33

 

Dilihat lebih jauh, teori maṣlaḥah sebagai tujuan syari‟at Islam memiliki 

beragam jenisnya. Secara umum, ulama membagi macam-macam maṣlaḥah ke 

dalam dua bagian, yaitu dilihat dari kekuatannya sebagai hujjah dalam 

menetapkan hukum, dan dilihat dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan 
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baik oleh akal manusia dengan tujuan syarak. Untuk jenis pertama, maṣlaḥah 

dibagi ke dalam tiga macam, yaitu:
34

 

1. Maṣlaḥah ḍarūriyyah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat 

dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Kehidupan manusia tidak punya arti apa-

apa jika lima tujuan utama hukum Islam seperti telah disebutkan (agama, jiwa, 

akal, keturunan, dan harta). Segala usaha yang secara langsung menjamin atau 

menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau Maṣlaḥah 

dalam tingkat ḍarurī (sesuatu yang harus dipenuhi). Contohnya, melarang 

seseorang untuk berbuat murtad, membunuh, meminum khamar, zina, dan 

melarang mencuri. 

2. Maṣlaḥah ḥajiyyah, yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia 

tidak sampai pada tingkat ḍarurī. Artinya, bentuk kemaslahatanya tidak secara 

langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima tadi. Namun, secara 

tidak langsung pula menuju ke arah pemenuhan kebutuhan pokok, misalnya hal 

yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Lebih 

lanjut, jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka tidak sampai mencederai 

dan merusak lima unsur pokok tersebut. Contohnya, terdapat ketentuan 

rukhṣah dalam ibadah, seperti rukhṣah bagi orang sakit untuk melakukan shalat 

dan puasa. Kemudian dibolehkannya melakukan utang piutang dalam jual beli. 

3. Maṣlaḥah taḥsīniyah, yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhannya tidak 

sampai pada tingkat ḍarurī, dan tidak pula sampai pada tingkat ḥajī. Namun, 

kebutuhan jenis ini perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan 
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keindahan dalam kehidupan manusia. Maṣlaḥah dalam bentuk taḥsiniyah ini 

juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.
35

 

Berdasarkan keterangan di atas, teori maṣlaḥah dilihat dari kekuatan 

hujjahnya ada tiga, yaitu maslahat primer, sekunder dan tersier. Tingkat 

kebutuhan primer harus diutamakan dari kebutuhan sekunder, begitu juga 

seterusnya. Kemudian, dilihat dari sesuai tidaknya dengan tujuan syara‟, 

maṣlaḥah juga dibagi ke dalam tiga macam, yaitu:
36

 

1. Maṣlaḥah mu‟tabarah, yaitu kemaslahatan yang diperhitungkan oleh syara‟. 

Artinya, ada petunjuk dalam hukum syara‟ melalui Alquran maupun hadis. 

Maṣlaḥah mu‟tabarah merupakan maṣlaḥah yang ditegaskan dalam al-Qur‟an 

atau al-Sunnah.
37

 Misalnya, bagian warisan telah ditentukan dalam surat al-

Nisā‟ ayat 11, 12, dan 176. Pencuri wajib dipotong tangan berdasarkan 

ketentuan al-Quran surat al-Māidah ayat 38, dan hukum-hukum lainnya yang 

telah dijelaskan secara rinci dalam al-Qur‟an dan sunnah. 

2. Maṣlaḥah mulghah, yaitu maṣlaḥah yang ditolak. Artinya, maṣlaḥah yang 

dianggap baik oleh akal, namun tidak diperhatikan oleh syara‟.
38

 Jumhur ulama 

menolak kemaslahatan semacam ini.
39

 Misalnya, memandang hukum pencuri 

dan pezina bisa saja dipenjara dan tidak perlu dihukum potong tangan dan 

dicambuk.  
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3. Maṣlaḥah mursalah, yaitu suatu persoalan yang hukumnya didapat 

berdasarkan atas keuntungan yang sesuai secara rasional yang tidak didukung 

oleh bukti tekstual.
40

 Bisa juga berarti kemaslahatan yang tidak dinyatakan 

oleh syarak, tapi juga tidak ada dalil yang menolaknya.
41

 Contohnya, 

pembuatan rambu-rambu lalu lintas, membuat jembatan, dan lain sebagainya. 

Kaitan dengan jenis pertama (maṣlaḥah mu‟tabarah), Abdul Wahhab 

Khallaf menyatakan maṣlaḥah yang telah ditetapkan untuk direalisasikan, ada 

diakui oleh syari‟, maka maṣlaḥah ini diakui oleh hukum Islam, atau disebut 

dengan mu‟tabarah. Adapun maṣlaḥah yang datang setelah terputusnya wahyu, 

tidak ada ketentuan untuk merealisasikan atau membatalkan maṣlaḥah tersebut, 

maka jenis ini masuk dengan munasib al-mursal (sifat yang sesuai dengan umum) 

atau disebut juga dengan maṣlaḥah mursalah.
42

 Dua kriteria maṣlaḥah ini 

diterima dan diakui oleh ulama keberadaannya. Sementara kriteria maṣlaḥah 

mulghah, bertentangan dengan ketentuan hukum Islam sehingga tidak layak untuk 

dijadikan hukum. 

Berangkat dari uraian di atas, dapat disimpulkan teori maṣlaḥah dalam 

dimensi penggalian hukum Islam sangat beragam, sesuai dengan sudut cara 

melihat sisi maṣlaḥah tersebut. Dari sisi kekuatan hujjahnya, maṣlaḥah dibedakan 

menjadi maṣlaḥah ḍaruriyyah (primer), ḥajiyyah (sekunder), dan maṣlaḥah 

taḥsiniyah (tersier). Kekuatan hujjah maksudnya harus ada yang didahulukan. 

                                                           
40

Wael B Hallaq, A History of Islamic Legal Theories, ed. In, Sejarah Teori Hukum 

Islam; Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni, (terj: E. Kusnadiningrat & Abdul Haris bin 

Wahid), cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 165. 
41

H.A. Djazuli, Ilmu Fqih..., hlm. 86. 
42

Abdul Wahhab Khallaf, „Ilm Uṣūl al-Fiqh, ed. In, Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu 

Ushul Fiqh, (terj: Noer Iskandar al-Barsany, dkk), cet. 8, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2002), 

hlm. 124-125. 



Dalam hal ini ḍaruriyyah lebih utama dari ḥajiyyah, sementara ḥajiyyah lebih 

utama dari taḥsiniyah, sehingga cara memenuhi jenis maslahat ini dilakukan 

secara berurutan. Sementara itu, dilihat dari sesuai tidaknya dengan nash dibagi ke 

dalam tiga bentuk, yaitu maṣlaḥah mu‟tabarah yang diterima oleh nash, mulghah 

yang ditolak oleh nash, dan maṣlaḥah mursalah tidak diterima dan ditolak oleh 

nash namun dapat diberlakukan hukumnya. 

Berangkat dari uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa teori maṣlaḥah 

sebagai tujuan utama syari‟at Islam (maqāṣid al-syarī‟ah) memiliki beragam 

jenis, hal ini tergantung sudut pandang untuk melihat konsep maṣlaḥah itu sendiri. 

Selanjutnya, akan dikemukakan teori maṣlaḥah dalam maqāṣid al-khamsah, 

khususnya dalam jenis maṣlaḥah yang pertama mengenai maṣlaḥah ḍaruriyyah, 

meliputi lima tujuan utama hukum Islam, yaitu melindungi dan memelihara 

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 

 

2.2. Maṣlaḥah dalam Maqāṣid al-Khamsah 

Sebelum membicarakan lebih jauh tentang maṣlaḥah dalam maqāṣid al-

khamsah, lebih dahulu penting dikemukakan sekilas maksud istilah dari maṣlaḥah 

dan maqāṣid al-khamsah. Secara bahasa, maṣlaḥah berasal dari kata ṣalaḥa, 

yaṣliḥu, ṣalḥan, ṣāluḥun wa maṣlūḥun, artinya baik, bermanfaat, dan kebaikan.
43

 

Kata maṣlaḥah adalah mashdar dengan arti kata ṣalāḥ, yaitu manfaat, atau terlepas 

dari kerusakan. Bisa juga berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong pada 
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kebaikan.
44

 Dalam Bahasa Indonesia, kata maṣlaḥah (ditulis dengan “maslahat”), 

diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan 

sebagainya), faedah, dan berguna.
45

  

Menurut istilah, maṣlaḥah merupakan segala yang mendatangkan manfaat, 

baik melalui cara mengambil suatu tindakan maupun dengan menolak dan 

menghindarkan segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.
46

 

Dengan demikian, maṣlaḥah diartikan sebagai suatu kebaikan atau kemanfaatan 

baik dengan cara mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. 

Adapun istilah maqāṣid al-khamsah, terdiri dari dua kata. Kata maqāṣid 

sebagaimana telah diuraikan maknanya di atas yaitu maksud dan tujuan. 

Sementara kata al-khamsah atau khamis, artinya lima.
47

 Dengan demikian, makna 

maqāṣid al-khamsah dapat diartikan tujuan atau maksud yang lima. Di sini, 

diarahkan pada lima macam konsep maṣlaḥah ḍaruriyyah, meliputi lima tujuan 

utama hukum Islam, yaitu maṣlaḥah dalam hal melindungi dan memlihara agama 

(ḥiẓf al-dīn) , jiwa (ḥiẓf al-nafs), akal (ḥiẓf al-„aql), keturunan (ḥiẓf al-nasl), dan 

harta (ḥiẓf al-māl). 

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, lima macam bentuk kebutuhan tersebut 

masuk dalam kategori ḍaruriyyat, merupakan pokok-pokok yang menyangga 
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kehidupan manusia, keberadaannya merupakan sebuah keniscayaan untuk 

terwujudnya kemaslahatan. Bila ia hilang, maka hancurlah tatanan kehidupan 

manusia, hilanglah kemaslahatan dan muncullah kekacauan dan kerusakan.
48

 

Amir Syarifuddin juga menyebutkan bahwa kelima macam maqāṣid tersebut 

merupakan kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan 

manusia, bersifat pokok dan wajib untuk dipenuhi dan dilindungi. Di sini, 

kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa jika lima tujuan utama hukum Islam 

tidak terpenuhi.
49

 

Lima kemaslahatan pokok tersebut wajib dipelihara seseorang dan untuk 

itu pula didatangkan syariat yang mengandung perintah, larangan dan keizinan 

yang harus dipenuhi oleh setiap manusia yang telah mukallaf (orang yang telah 

dikenai beban hukum). Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju 

pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau maṣlaḥah dalam tingkat 

ḍarurī (sesuatu yang harus dipenuhi).
50

  

Kelima macam kebutuhan tersebut harus dipelihara. Misalnya, untuk 

menjaga agama (ḥiẓf al-dīn), maka ada larangan berbuat murtad. Sebab pelaku 

murtad sendiri akan dihukum demi menjaga agama Islam. Kemudian, untuk 

kategori menjaga jiwa (ḥiẓf al-nafs), Islam mengharamkan pembunuhan, dan 

pelakunya akan dijatuhi hukuman qishash atau hukuman setimpal. Untuk menjaga 

akal (ḥiẓf al-„aql), Islam melarang untuk meminum-minuman keras. Untuk 

menjaga keturunan (ḥiẓf al-nasl), Islam melarang keras perbuatan zina, untuk 

menjaga harta (ḥiẓf al-māl), Islam melarang perilaku pencurian, serta larangan-
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larangan lainnya yang dapat menjaga maqāṣid al-khamsah, baik agama, jiwa, 

akal, keturunan, maupun harta. Semua bentuk larangan tersebut menjadi bahan 

acuan sehingga tercipta kemaslahatan hidup, tidak ada gangguan dan dapat 

menghindari sesuatu yang membahayakan kelima macam kebutuhan tersebut. 

Khusus masalah ḥiẓf al-nasl atau menjaga keturunan, hal ini berkaitan erat 

dengan legalitas awal keberadaan seorang anak, serta pemenuhan atas hak-hak 

anak. Seseorang wajib menjaga keturunan jangan sampai dibuahi dari pernikahan 

yang tidak sah, atau di luar penikahan (zina). Dengan terjadinya hubungan zina, 

maka secara hukum anak tersebut putus hubungan nasabnya dengan laki-laki yang 

menyebabkan ia lahir.
51

 Sehingga, zina dipandang salah satu bentuk perbuatan 

yang dapat menghilangkan kemasalahatan dan tidak terealisasinya salah satu 

maqāṣid al-khamsah, yaitu ḥiẓf al-nasl. 

Demikian juga ketika anak telah lahir dari pernikahan yang sah maupun 

tidak, ia wajib dipelihara dengan sebaik-baiknya berdasarkan ketentuan yang 

berlaku dalam Islam. Ayah dan ibu wajib menjaga, memberi pendidikan agama 

untuk menjaga agamanya (ḥiẓf al-dīn), serta untuk memberi pelajaran baginya 

untuk tidak merusak akal melalui meminum-minuman yang memabukkan. Selain 

itu, kedua orang tua juga wajib memberi penghidupan yang layak bagi anak, 

memberi nafkah dan menjaga kesehatan anak agar dapat menjaga jiwa anak itu 

sendiri. Untuk itu, anak wajib dilindungi, serta kewajiban yang ditentukan bagi 

orang tua wajib untuk dijalankan dan direalisasikan. 
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2.3. Perlindungan terhadap Anak Luar Nikah dalam Hukum Islam  

Anak adalah generasi dalam satu keluarga yang wajib dilindungi. Sebagai 

bagian dari generasi muda dan sumber daya manusia yang memiliki peranan 

strategis, maka anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka 

menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, psikis, mental serta 

sosial anak. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang cukup besar baik dari 

keluarga anak itu sendiri, masyarakat, maupun pemerintah. 

Pada asalnya, seorang anak tidak memiliki beban hukum sama sekali. 

Islam menempatkan seorang anak dalam kondisi fitrah, suci, dan wajib dilindungi 

hak-haknya. Namun demikian, dalam kasus tertentu justru anak menjadi korban 

kekerasan, baik fisik maupun psikis, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Seharusnya anak tidak ditempatkan pada posisi yang terpinggirkan, dan adanya 

perlakuan diskriminasi. Melainkan ia dipandang sebagai seseorang yang mesti 

dilindungi hak-haknya. 

Kewajiban-kewajiban orang tua yang harus dipenuhi kapada anak-

anaknya, di antaranya yaitu kewajiban nafkah serta kewajiban untuk memenuhi 

hak anak dalam memperoleh pendidikan. Yang dimaksud dengan nafkah ialah 

memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal dan yang bersifat materi lainnya.
52

 

Mengenai kewajiban orang tua terhadap pemenuhan hak nafkah anak telah 

dijelaskan dalam Alquran surat al-Thalaq ayat 7: 
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                                     

                         .    

Artinya: “ Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah 

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak 

memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah 

berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah 

kesempitan”. (QS. Al-Talaq: 7). 

 

Makna umum ayat di atas adalah hendaknya suami menafkahi istri dan 

anaknya (keluarganya) yang masih kecil sesuai dengan kemampuan. Ayat ini 

menjadi dasar kewajiban ayah untuk menafkahi anak.
53

 Selain itu, kewajiban 

orang tua terhadap nafkah anak juga dimuat dalam Alquran surat surat al-Baqarah 

ayat 233: 

                                         

                          

Artinya: “ Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu 

dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena 

anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban 

demikian....” (QS. Al-Baqarah: 233). 

 

Kewajiban seorang ayah kepada ibu tersebut juga tidak menafikan adanya 

kewajiban ayah untuk menafkahi anak-anaknya.
54

 Di samping kewajiban nafkah 

anak, orang tua wajib memberi perlindungan atas anak terkait kesehatannya, dan 
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orang wajib memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Keluarga, terutama ayah 

berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya, Selain itu biaya 

pendidikan tersebut juga dibebankan kepadanya jika anak tidak mampu.
55

 Jadi, 

pada asalnya setiap anak wajib dilindungi dan dipenuhi hak-haknya berdasarkan 

ketentuan hukum Islam. 

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa pihak yang paling 

berkewajiban di sini yaitu dari ayah. Sebab ayah adalah pemimpin dalam keluarga 

yang mempunyai kewajiban penuh atas nafkah keluarga, kesehatan dan memenuhi 

pendidikan. Dalam hal ini, pemenuhan kewajiban ayah dengan baik adalah salah 

satu cerminan dari adanya usaha untuk melindungi anaknya.  

Dapat juga diketahui bahwa adanya kewajiban orang tua khususnya ayah 

untuk melindungi anak lantaran adanya sebab awal yang mengikatnya, yaitu 

adanya keterikatan nasab yang jelas antara anak dengan orang tua. Berbeda 

dengan kasus di mana anak justru dihasilkan dari perbuatan yang dilarang agama, 

seperti zina, maka antara seorang anak dengan laki-laki yang dianggap sebagai 

ayahnya justru tidak memiliki jalinan nasab. Sebab, nasab anak dengan ayah tidak 

terhubung nasabnya karena perzinaan, melainkan dapat dihubungkan melalui 

pernikahan yang sah, atau pernikahan yang fasid, atau hubungan senggama 

subhat.
56
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Zina sendiri, dalam pandangan Islam adalah perbuatan yang dilarang. 

Seluruh ulama memandang zina sebagai salah satu perbuatan yang dosa besar. Al-

Zahabi dalam kitabnya: al-Kabā‟ir, menyebutkan ancaman hukuman bagi pelaku 

zina. Ia menyebutkan: 

“ Barang siapa yang meletakkan tangannya kepada seorang wanita yang 

tidak halal baginya dengan disertai syahwat, kelak di hari kiamat ia akan 

datang dengan tangan terbelenggu di leher. Jika ia mencium wanita itu, 

maka kedua bibirnya akan digadaikan di neraka. Jika berzina dengannya, 

maka pahanya akan berbicara dan bersaksi pada hari kiamat kelak”.
57

 

 

Terlepas dari hukuman tersebut, yang lebih bahaya lagi adalah dampak 

dari hubungan zina. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dampak buruk atau 

kerusakan (mafsadah) akibat perbuatan zina sangat besar. Zina dapat menafikan 

kemaslahatan sistem dunia dalam memelihara nasab, menjaga kemaluan, 

melindungi kehormatan, serta pengantisipasi sesuatu yang dapat menimbulkan 

permusuhan dan kebencian di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, perbuatan 

zina jelas dapat merusak dan menghancurkan tatanan masyarakat. Oleh 

karenanya, zina merupakan perbuatan dosa yang tingkatan mafsadah atau 

kerusakannya berada satu tingkat di bawah masfsadah tindakan pembunuhan.
58

 

Lebih lanjut, Ibnu Qayyim memaparkan, akibat negatif (mafsadah) dari 

perbuatan zina berlawanan dengan kebaikan dunia. Jika seorang wanita berbuat 

zina, maka ia telah membuat aib terhadap keluarga, suami dan karib kerabat. 

Wanita tersebut akan menanggung malu terlebih jika ia mengandung anak dari 

perbuatan zina tersebut. Dalam hal ini, jika ia membunuh anak maka ia telah 
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menggabungkan dua dosa besar secara sekaligus, yaitu berbuat zina dan 

melakukan pembunuhan. Namun, jika ia mengandung dan dalam keadaan 

bersamaan ia mempunyai suami, berarti wanita tersebut telah memasukkan orang 

asing ke dalam keluarga suami dan juga keluarganya yang sebenarnya bukan 

bagian dari mereka, ia (wanita zina) kemudian menasabkan anak kepada suaminya 

hingga mewarisi harta suaminya padahal bukan merupakan ahli waris mereka.
59

 

Dari uraian singkat bahaya zina di atas, dapat dimengerti bahwa zina 

merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kekacauan hubungan nasab. 

Paling memprihatinkan adalah anak yang dilahirkan, ia dipandang sebagai anak 

zina. Menurut „Uwaidhah, anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari 

hubungan badan di luar nikah yang sah menurut syariat Islam.
60

 Dalam hal 

bersamaan, anak justru tidak memiliki ayah yang sah, nasabnya terputus dan 

hanya dikaitkan kepada ibunya saja.
61

 

Terkait dengan kedudukan anak luar nikah sebab zina, ulama memandang 

anak hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja. Hukum Islam 

menentukan, hubungan nasab anak dengan ayah tidak berlaku secara alamiah, hal 

ini berbeda dengan ibu. Nasab seorang anak dari ibunya tetap bisa diakui dari 
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setiap sisi kelahiran, baik yang syar‟i maupun tidak.
62

 Inilah konsep pemenuhan 

maṣlaḥah anak. penetapan nasab anak kepada ibu berguna untuk melindungi anak 

dari kesia-siaan dan setau dengan tujuan hukum Islam yaitu sepenuhnya demi 

kepentingan anak. Terkait dengan konsep maṣlaḥah, maka penetapan nasab anak 

kepada ibu masuk dalam kategori maṣlaḥah mu‟tabarah. 

Adapun dengan ayah hanya bisa diakui dan ditetapkan melalui nikah yang 

shahih, fasid, senggama syubhat, dan pengakuan (istilḥāq).
63

 Dengan demikian, 

jika anak lahir bukan dari nikah syar‟i, atau bukan dari nikah fasid dan hubungan 

senggama syubhat, maka anak sama sekali tidak diketahui ayahnya, dan tidak bisa 

dinasabkan, dan tidak memiliki hubungan keperdataan dengan siapapun kecuali 

kepada ibunya. Ketentuan ini jelas memiliki kesamaan ketentuan Pasal 43 

Undang-Undang Perkawinan. 

Dalil hukum anak nasab seorang anak merujuk pada ketentuan hadis 

berikut ini: 

جَ  َٔ ٍْ عُزْ ابٍ عَ َٓ ٍِ شِ ٍْ اتْ ٍُ ُٕٚسُفَ أخَْثزَََاَ يَانِكٌ عَ ِ تْ حَدَّثَُاَ عَثْدُ اللََّّ

 ٌَّ ِّ سَعْدٍ أَ دَ إنَِٗ أخَِٛ ِٓ ٌَ عُتثْحَُ عَ ا لاَنتَْ كَا َٓ ُْ ُ عَ َٙ اللََّّ ٍْ عَائشَِحَ رَضِ عَ

ٌَ عَ  ا كَا ًَّ ْٛكَ فهََ نِٛدجَِ سَيْعحََ يُِِّٙ فاَلْثضُِّْ إنَِ َٔ  ٍَ اوَ انْفتَحِْ أخََذَُِ سَعْدٌ اتْ

 ٍُ اتْ َٔ ٍُ سَيْعحََ فَماَلَ أخَِٙ  ِّ فَماَوَ عَثْدُ تْ َّٙ فِٛ دَ إِنَ ِٓ ٍُ أخَِٙ عَ فَماَلَ اتْ

سَهَّىَ  َٔ  ِّ ْٛ ُ عَهَ ِ صَهَّٗ اللََّّ ّٙ لاَ إِنَٗ انَُّثِ َٔ ِّ فتَسََا نِدَ عَهَٗ فِزَاشِ ُٔ نِٛدجَِ أتَِٙ  َٔ
 ِ ٍُ فَماَلَ سَعْدٌ ٚاَ رَسُٕلَ اللََّّ ِّ فَماَلَ عَثْدُ تْ َّٙ فِٛ دَ إِنَ ِٓ ٌَ عَ ٍُ أخَِٙ لدَْ كَا  اتْ

 ُ ُّٙ صَهَّٗ اللََّّ ِّ فَماَلَ انَُّثِ نِدَ عَهَٗ فزَِاشِ ُٔ نِٛدجَِ أتَِٙ  َٔ  ٍُ اتْ َٔ سَيْعحََ أخَِٙ 

زِ ا ِْ نِهْعاَ َٔ ندَُ نِهْفِزَاشِ  َٕ ٍَ سَيْعحََ انْ َٕ نكََ ٚاَ عَثْدُ تْ ُْ سَهَّىَ  َٔ  ِّ ْٛ نْحَجَزُ عَهَ
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ا  ًَ ِّ تعِتُثَْحَ فَ ِٓ ٍْ شَثَ ا رَأَٖ يِ ًَ ُُّْ نِ ُْتِ سَيْعحََ احْتجَِثِٙ يِ دجََ تِ ْٕ ثىَُّ لاَلَ نِسَ

 َ َٙ اللََّّ َْا حَتَّٗ نَمِ  64.رَآ

Artinya: “ Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah 

mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah dari 

Aisyah ra mengatakan; 'Utbah berpesan kepada saudaranya Sa'd, bahwa 

'putra dari hamba sahaya Zam'ah adalah dariku, maka ambilah dia.' Di 

hari penaklukan Makkah, Sa'd mengambilnya dengan mengatakan; 'Ini 

adalah putra saudaraku, ia berpesan kepadaku tentangnya.' Maka 

berdirilah Abd bin Zam'ah seraya mengatakan; '(dia) saudaraku, dan 

putra dari hamba sahaya ayahku, dilahirkan diatas ranjangnya.' Maka 

Nabi SAW bersabda: "Dia bagimu wahai Abd bin Zam'ah, anak bagi 

pemilik ranjang dan bagi pezinah adalah batu (rajam)." Kemudian Nabi 

bersabda kepada Saudah binti Zam'ah: "hendaklah engkau berhijab 

darinya, " beliau melihat kemiripannya dengan 'Utbah, sehingga anak 

laki-laki itu tak pernah lagi melihat Saudah hingga ia meninggal”. (HR. 

Bukhari). 

 

Potongan hadis yang menyebutkan: انٕند نهفزاش (al-walad al-firāsy), artinya 

“anak bagi pemilik ranjang”, memiliki arti anak hanya bagi orang-orang yang 

melakukan hubungan perkawinan yang sah. Imam Abu Hanifah, seperti dikutip 

oleh al-Razi, menyebutkan bahwa kata firāsy pada hadis di atas yaitu wanita yang 

dinikahi.
65

 Muhammad Bagir juga menyebutkan bahwa kalangan ahli fikih 

kebanyakan memahami makna firāsy yaitu: “Telah berlangsungnya pernikahan 

yang sah dengan segala persyaratannya. Dalam makna bahasa, firāsy dimaknai 

kasur karena kiasan untuk laki-laki yang menikahi seorang perempuan secara sah, 

sehingga laki-laki itulah yang mempunyai hak untuk melakukan hubungan 

senggama dan melahirkan anak secara sah pula. Pendapat yang senada juga 

dikemukakan oleh Abdul Majid. Ia menyebutka ulama memahami kata firāsy 

dalam hadis tersebut sebagai pernikahan yang sah. Karena, ranjang hanya 
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diperoleh dari nikah yang sah.
66

 Wahbah Zuhaili juga menyebutkan hal yang 

sama, di mana hadis tersebut artinya nasab seorang anak itu dinisbatkan kepada 

ayahnya jika dihasilkan dari nikah yang sah.
67

 Salah satu kutipan jelas dari 

pendapat Wahbah Zuhaili ini yaitu: 

“ Jika pihak laki-laki meninggalkan wanita yang telah digauli dalam konteks 

watha‟ syubhat (senggama syubhat), nasab anak yang terlahir diikutkan 

pada pihak laki-laki sebagaimana penentuan nasab pada cerai dari nikah 

fasid. Adapun jika hubungan badan yang dilakukan itu termasuk kategori 

zina, nasab anaknya tidak diikutkan pada pihak yang melakukan zina. 

Dalilnya hadis yang telah lewat (maksudnya hadis riwayat Bukhari di atas: 

penulis), yaitu: nasab seorang anak dinisbatkan kepada kedua orang tuanya 

yang melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah, sedangkan 

bagian bagi yang berzina itu batu, karena zina itu perbuatan yang dilarang 

oleh syariat sehingga tidak berhak menjadi sebab untuk merasakan 

nikmatnya nasab”.
68

 

 

Berangkat dari makna hadis di atas, jelas anak luar nikah sebab zina tidak 

memiliki nasab dengan laki-laki manapun. Ketika telah jelas dan tegas anak zina 

hanya dikaitkan pada ibunya saja, maka hak-hak keperdataan anak hanya 

dikaitkan kepada ibunya saja. Sayyid Sabiq menyatakan, anak zina dan anak li‟an 

tidak memiliki hubungan kewarisan dengan ayahnya karena tidak ada nasab, 

tetapi mereka hanya memiliki hubungan kewarisan dengan ibunya saja. Hal ini 

berdasarkan ketentuan hadis. 

 ٍَ ٌَّ رَجُلًا لََعَ زَ أَ ًَ ٍِ عُ ٍْ اتْ ٍْ َاَفعٍِ عَ ٍْ يَانِكٍ عَ ُّٙ عَ حَدَّثَُاَ انْمعََُْثِ

 َْ ندَِ َٔ  ٍْ َْتفََٗ يِ ا َٔ سَهَّىَ  َٔ  ِّ ْٛ ُ عَهَ ِ صَهَّٗ اللََّّ ٌِ رَسُٕلِ اللََّّ ا ايْزَأتََُّ فِٙ سَيَا

زْأجَِ  ًَ ندََ تاِنْ َٕ أنَْحَكَ انْ َٔ ا  ًَ ُٓ َُ ْٛ سَهَّىَ تَ َٔ  ِّ ْٛ ُ عَهَ ِ صَهَّٗ اللََّّ قَ رَسُٕلُ اللََّّ فَفَزَّ
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زْأجَِ ٔ لاَلَ  ًَ ندََ تاِنْ َٕ أنَْحَكَ انْ َٔ نُُّ  ْٕ ِّ يَانِكٌ لَ دَ تِ د انَّذِ٘ تفََزَّ ُٔ لاَلَ أتَُٕ داَ

ٍِ سَ  مِ تْ ْٓ ٍْ سَ ِ عَ ّ٘ زِ ْْ ٍْ انشُّ َْكَزَ َُٕٚسُُ عَ أَ َٔ  ٌِ عْدٍ فِٙ حَدِٚثِ انهِّعاَ

ا َٓ ْٛ ا ٚدُْعَٗ إنَِ َٓ ٌَ اتُُْ ا فكََا َٓ هَ ًْ  69.حَ

Artinya: “ Telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabi, dari Malik, dari Nafi' dari 

Ibnu Umar bahwa seorang laki-laki telah meli'an isterinya pada zaman 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan ia mengingkari anak 

isterinya tersebut sebagai anaknya, kemudian Rasulullah shallallahu 

'alaihi wasallam memisahkan antara keduanya dan menisbatkan anak 

tersebut kepada isterinya. Abu Daud berkata; yang hanya diriwayatkan 

oleh Malik adalah ucapannya; dan menisbatkan anak tersebut kepada 

isterinya. Yunus berkata, dari Az Zuhri, dari Sahl bin Sa'd dalam hadits 

li'an; dan ia mengingkari anak yang dikandungnya, dan anak wanita 

tersebut dinisbatkan kepadanya”. (HR. Abu Daud). 

 

Status anak zina sama dengan status anak li‟an, kedua-duanya hanya 

memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Wahbah Zuhaili menyebutkan 

masing-masing anak zina dan anak li‟an tidak bisa mewarisi harta ayahnya. Hal 

ini berdasarkan ijma‟ ulama. Menurut Imam empat (Imam Hanafi, Maliki Syafi‟i 

dan Imam Hanbali), anak zina dan anak li‟an hanya mewarisi dari ibunya dan 

kerabatnya.
70

 

Keterangan yang sama juga dikemukakan oleh Imam Ibn „Abidin, Imam 

Ibnu Nujaim, Imam Ibn Hazm, dan Imam al-Sayyid al-Bakry, seperti dikutip oleh 

Majelis Ulama Indonesia, bahwa intinya mereka semua berpendapat anak zina 

dinasabkan kepada ibunya saja, hak warisnya juga dari pihak ibunya saja.
71

 Di 

samping hak waris, anak zina juga tidak memiliki hak nafkah dari laki-laki yang 

menyebabkan ia lahir. 
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Konsep nafkah dalam fikih Islam hanya diwajibkan ketika ada hubungan 

kekerabatan dan hubungan perkawinan. Faktor yang mempengaruhi adanya 

hubungan nafkah adalah faktor hubungan perkawinan, adanya hubungan kerabat, 

dan adanya kepemilikan.
72

 Al-Barry juga menyebutkan nafkah berlaku ketika 

adanya hubungan kekeluargaan.
73

 Dengan demikian, anak zina tidak mempunyai 

hubungan kekerabatan dengan pihak laki-laki yang menyebabkan ia lahir, 

sehingga ia tidak mempunyai hak nafkah dari ayah biologisnya. 

Berangkat dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa Islam juga 

mewajibkan agar anggota keluarga yang memiliki hubungan nasab dengan anak 

luar nikah wajib memberikan perlindungan terhadap anak luar nikah tersebut, 

berupa kewajiban nafkah dari ibu dan keluarga ibunya, serta memberikan 

perlindungan terhadap kesehatan, pendidikan, dan semua bentuk kebutuhan anak 

lainnya. Ketetapan Islam yang memutuskan hubungan nasab antara laki-laki zina 

dengan anak tersebut bukanlah salah satu bentuk perlakuan diskriminatif. Justru, 

Islam mengalihkan semua bentuk kewajiban terhadap anak dibebankan kepada ibu 

dan keluarga ibunya saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72

Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Minhāj al-Muslim, ed. In, Minhajul Muslim; Pedoman 

Hidup Harian Seorang Muslim, (terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta: 

Ummul Qura, 2016), hlm. 860. 
73

Zakaria Ahmad Al-Barry, Hukum Anak-Anak dalam Islam, (terj: Chatijah Nasution), 

(Jakarta: Bulan Bintang, tt), hlm. 91. 



BAB TIGA 

PASAL 43 UU 1/1874 PASCA PUTUSAN MK 

 

3.1. Muatan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan 

 

Sub bahasan ini secara runtut dikemukakan dua persoalan yang mencakup 

muatan isi Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 

adapun bunyi pasalnya yaitu:  

“ Ayat (1): “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Ayat (2): 

“Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah”.
74

  

 

Dua persoalan penting yang perlu dibahas terkait muatan pasal di atas, 

yaitu cakupan makna pengertian anak yang dilahirkan di luar perkawinan, di sini 

disingkat menjadi anak luar nikah. Muatan kedua adalah tentang kedudukan anak 

luar nikah itu sendiri. Pembahasan ini bertujuan untuk memahami kembali apa 

sebenarnya anak luar nikah dan cakupannya, serta kedudukan anak tersebut dilihat 

dari perspektif hukum yang ada di Indonesia. 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan anak luar nikah adalah anak 

yang dilahirkan oleh seorang wanita di luar perkawinan yang dianggap tidak sah 

menurut adat atau hukum yang berlaku, lebih sederhana lagi anak luar nikah 

dimaknai sebagai anak haram.
75

 Untuk memaknai istilah anak luar nikah pada 

Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, harus dikembalikan kepada Pasal 42 dan 
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Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, hal ini bertujuan untuk membantu 

mengarahkan makna anak tersebut serta akan diketahui cakupannya.  

Pasal 42 menyebutkan bahwa: “Anak yang sah adalah anak yang 

dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Terhadap bunyi pasal 

ini, ada istilah “perkawinan yang sah”. Untuk menyatakan perkawinan yang sah, 

maka dikembalikan pada Pasal 2 ayat (1), yaitu: “Perkawinan adalah sah apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.
76

 

Kaitan dengan makna anak luar nikah pada Pasal 43, yang menyebutkan: 

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan...”, maka dapat dirumuskan anak luar 

nikah adalah anak yang dilahirkan bukan dalam perkawinan yang sah seperti 

maksud Pasal 42, dan bukan akibat perkawinan yang sah menurut agama seperti 

maksud Pasal 2. Dengan demikian, anak luar nikah seperti maksud Pasal 43 

undang-undang perkawinan sama dengan anak zina. Hal ini sama seperti yang 

dikemukakan oleh Abdul Manan, bahwa anak luar kawin (nikah) yaitu anak yang 

dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam 

ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya.
77

 

Namun demikian, jika Pasal 43 tersebut berdiri sendiri tanpa melihat pada 

ketentuan pasal lainnya, tidak dikaitkan dengan Pasal 42 dan Pasal 2 ayat (1) 

undang-undang perkawinan, maka makna anak luar nikah tidak hanya ditujukan 

pada anak hasil zina saja, tetapi dapat ditujukan kepada anak yang lahir dari 

pernikahan di bawah tangan (nikah sirri/nikah yag tidak dicatat). Karena anak di 

bawah tangan sendiri merupakan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah 

                                                           
76

Citra Umbara, Undang-Undang..., hlm. 13. 
77

Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2006), hlm. 80. 



secara hukum negara. Hal inilah yang dimaksudkan Machica Muchtar,
78

 dalam 

kasus Uji Materil kepada Mahkamah Konstitusi tahun 2010 terkait Pasal 43 

undang-undang perkawinan. Di mana Machica Muchtar menganggap anaknya 

(Muhammad Iqbal) masuk dalam kateogri anak luar nikah akibat pernikahan di 

bawah tangan dengan suaminya Moerdiono, meskipun secara agama sah. 

Berangkat dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan anak luar nikah 

adalah anak zina dan anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan. Dengan 

demikian, cakupan makna anak luar nikah pada Pasal 43 undang-undang 

perkawinan adalah anak luar nikah sebab zina dan anak luar nikah sebab nikah di 

bawah tangan. 

Selanjutnya, Pasal 43 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan juga memuat 

ketentuan kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan (anak luar nikah), 

khususnya tentang keperdataan anak. Istilah keperdataan sendiri berhubungan 

dengan hak-hak sipil anak, hak kebendaan satu individu dalam lingkup 

kekeluargaan, misalnya nafkah, hak waris, dan hak kebendaan lainnya.  

Dalam Pasal 43 tersebut, anak luar nikah ditentukan hanya memiliki 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Seperti disebutkan oleh 

Amiur Nuruddin, anak yang lahir dari pernikahan yang sah, tidak dapat disebut 

dengan anak yang sah, ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.
79
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Lebih lanjut, Amiur Nuruddin menuturkan bahwa inspirasi Undang-Undang 

Perkawinan yang mengatur kedudukan anak luar nikah adalah hukum Islam, di 

mana hukum Islam mengatur anak zina hanya memiliki hubungan perdata dengan 

ibunya.
80

 Di sini, anak luar nikah dipandang hanya memiliki hubungan perdata 

dengan ibu dan keluarga ibunya saja. 

Dilihat lebih jauh, anak luar nikah sebab zina maupun sebab nikah sirri 

hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja, tidak dengan laki-laki yang 

menyebabkan anak itu lahir. Artinya, semua urusan keperdataan anak, wajib 

ditanggung oleh ibunya. Anak dipandang sama sekali tidak mempunyai ayah yang 

sah secara hukum agama (lahir sebab zina) dan hukum negara (lahir sebab nikah 

di bawah tangan). Ibu wajib menanggung kebutuhan anak, nafkah anak, 

kesehatan, pendidikan, serta anak berhak atas warisan ibunya jika kemudian pihak 

ibu meninggal dunia. 

Masuknya anak lahir dari pernikahan di bawah tangan sebagai anak luar 

nikah merujuk pada apa yang disebutkan oleh Kementerian Agama. Disebutkan 

bahwa suatu pasangan yang menikah tanpa dicatatkan pernikahannya di Kantor 

Urusan Agama (KUA) atau Pencatatan Sipil, dan dari pernikahan tersebut 

menghasilkan seorang anak, maka anak yang dilahirkan itu dinamakan dengan 

anak luar nikah, yang tidak diakui oleh hukum negara.
81

 Dengan demikian, anak 

luar nikah sebab zina maupun sebab nikah di bawah tangan sama-sama hanya 

memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. 
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Sebagai perbandingan, Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam tampak sama 

dengan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan. Namun, ketentuan Kompilasi 

Hukum Islam sifatnya lebih umum, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan 

hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.
82

 Nasab 

atau hubungan kekerabatan, bisa juga disebut keturunan dan pertalian keluarga, 

sifatnya lebih umum dibandingkan dengan keperdataan. Adanya hubungan nasab 

maka di dalamnya ada hubungan darah, hubungan keperdataan, perwalian dan lain 

sebagainya. 

Keperdataan adalah bagian kecil dari adanya hubungan nasab. Dalam hal 

ini, anak luar nikah sebab zina maupun sebab nikah di bawah tangan, 

sebagaimana dipahami dari maksud Pasal 43 undang-undang perkawinan 

sebelumnya, hanya dihubungkan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, tidak 

kepada laki-laki yang menyebabkan anak luar nikah itu lahir. Atas dasar itu, satu 

sisi undang-undang perkawinan ingin menegaskan imbas dari hubungan 

perkawinan yang sah secara agama dan negara. Untuk mewanti-wanti agar anak 

hubungan luar nikah tidak dilakukan, maka Undang-Undang Perkawinan telah 

lebih dulu mengatur akibat dari hubungan luar nikah tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak luar 

nikah dalam Pasal 43 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yaitu hanya memiliki 

hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Anak dipandang tidak memiliki ayah, 

sehingga hak-hak keperdataan anak, seperti kebutuhan hidup sehari anak, nafkah 

anak, dan hak waris ketika ibunya meninggal dunia. Anak luar nikah yang tidak 
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memiliki hubungan keperdataan ini mencakup anak luar nikah sebab zina, 

maupun anak luar nikah sebab nikah di bawah tangan. Hal ini lantaran keduanya 

tidak diakui secara negara. 

 

3.2. Kedudukan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan Pasca Putusan MK 

 

Pada Tahun 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus perkara uji 

materiil (yudisial review) Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan terhadap Pasal 

28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 

yang diajukan oleh Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dua 

tahun sebelum perkara tersebut diputus, dengan nomor putusan yaitu Nomor 

46/PUU-VIII/2010.  

Menurut pemohon (Machica Muchtar), ketentuan Pasal 43 tersebut 

bertentangan dengan Pasal 28B dan Pasal 28D UUD 1945. Pemohon memandang 

hak-hak anak yang dijamin dalam UUD telah dirugikan dengan adanya ketentuan 

Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan. Singkatnya, MK memutus perkara tersebut 

dengan amar putusan sebagai berikut: 

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. 

2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang 

menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 



sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki 

yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan 

darah sebagai ayahnya. 

3. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang 

menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki 

kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan 

perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum 

ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat 

tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta 

dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum 

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga 

ayahnya”. 

4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. 

5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik 

Indonesia sebagaimana mestinya.
83

 

                                                           
83

Lembaran Putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010, halaman 37. 



Berdasarkan bunyi lima diktum/putusan MK di atas, yang menjadi sorotan 

utama adalah ketentuan nomor 2 dan 3. Pada poin kedua, MK menyatakan secara 

tegas bahwa Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, khususnya bunyi ayat (1) 

yang menyatakan dengan frasa: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” bertentagan 

dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dua ketentuan UUD 1945 yang menurut 

Pemohon (dan disetujui oleh MK) bertentangan dengan Pasal 43 adalah Pasal 28B 

ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:  

“ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang 

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 

 

Kemudian ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: 

“ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 

hukum”. 

 

Atas dasar ketentuan tersebut, MK menyatakan bahwa Pasal 43 

bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan 

perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan 

darah sebagai ayahnya. Di sini, dapat dipahami bahwa MK memandang anak luar 

nikah tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja, tetapi juga 

kepada laki-laki yang dianggap sebagai ayahnya setelah sebelumnya dapat 

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas hubungan darah anak 

dengan ayahnya. 

Berangkat dari persoalan tersebut, kedudukan Pasal 43 Undang-Undang 

Perkawinan sebelum dan sesudah putusan MK sama sekali berbeda. Awalnya, 



anak luar nikah baik sebab zina maupun sebab nikah sirri hanya memiliki 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Sementara itu, pasca 

Putusan MK, ketentuannya berbeda cukup signifikan. Di mana, anak tidak hanya 

dikaitkan keperdataannya dengan pihak ibu, juga kepada laki-laki yang dipandang 

sebagai ayahnya dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tes 

DNA, bahwa antara anak dengan laki-laki tersebut memiliki hubungan darah. 

Menariknya, MK memandang bahwa hubungan darah dan keperdataan 

anak dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir dapat diikatkan tanpa melihat 

status perkawinannya. Artinya, baik anak tersebut lahir sebab zina maupun sebab 

nikah di bawah tangan, namun tetap anak itu memiliki hubungan keperdataan 

dengan laki-laki sebagai ayahnya, setelah sebelumnya dapat dibuktikan hubungan 

darah keduanya melalui ilmu pengetahuan seperti tes DNA. Hal ini dapat 

dipahami dari pendapat hukum Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: 

“ Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa 

terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan 

seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan 

teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak 

tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir 

dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya 

memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah 

tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang 

melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan 

dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak 

dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap 

lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan 

perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa 

seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu”.
84

 

 

Kutipan di atas memberi gambaran bahwa MK memandang setiap anak 

yang lahir secara alamiah memiliki ayah. Hal ini terlepas dari apakah anak 
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tersebut hasil dari pernikahan yang sah, maupun di luar pernikahan. Dengan 

demikian, intinya MK tidak menghiraukan latar belakang perkawinan itu sah 

ataupun tidak. Terlebih lagi adanya pernyataan dari Hakim Konstitusi, Maria 

Farida Indrati yang menyatakan keberadaan anak dalam keluarga yang tidak 

memiliki kelengkapan unsur keluarga atau tidak memiliki pengakuan dari bapak 

biologisnya, akan memberikan stigma negatif, misalnya, sebagai anak haram.
85

 

Lebih lanjut, Maria Farida Indrati menyatakan dalam argumen hukumnya 

bahwa stigma negatif tersebut adalah sebuah potensi kerugian bagi anak, terutama 

kerugian secara sosial-psikologis, yang sebenarnya dapat dicegah dengan tetap 

mengakui hubungan anak dengan bapak biologisnya. Dari perspektif peraturan 

perundang-undangan, pembedaan perlakuan terhadap anak karena sebab-sebab 

tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak bersangkutan, 

dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif. Dalam sebuah 

konklusinya, Maria Farida Indrati menyatakan: 

“ Menurut saya, pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu 

perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut 

hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau 

kedua orang tua biologisnya”.
86

 

Berangkat dari pendapat di atas, dapat dipahami MK memandang tidak 

ada dosa bagi anak yang membuat hak-haknya terabaikan dari kedua orang 

tuanya, meskipun antara ayah dan ibunya melakukan hubungan di luar nikah, 
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apalagi dalam ikatan pernikahan yang sah. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa kedudukan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan memiliki muatan hukum yang berbeda sebelum adanya Putusan MK 

tersebut. Pasca Putusan MK, Pasal 43 memuat hukum bahwa anak luar nikah 

(baik sebab zina maupun sebab nikah di bawah tangan) memiliki hubungan 

perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sekaligus hubungan kepada ayah 

biologisnya yang telah dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal 

ini menunjukkan hak-hak keperdataan anak zina sama seperti anak yang sah. Ia 

memiliki hak keperdataan dari ayah biologisnya, sebaliknya hak tersebut bagian 

dari kewajiban ayah terhadap anak zina. 

 

3.3. Tinjauan Maṣlaḥah pada Pasal 43 Pasca Putusan MK 

Sub bahasan ini terdiri dari dua pembahasan. Sebelum bicara jauh tentang 

tinjauan maṣlaḥah terhadap Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, terlebih dahulu akan 

dikemukakan sekilas latar belakang lahirnya putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, 

berikut dengan poin-poin penting yang menjadi sorotan penelitian ini. 

 

3.3.1. Sekilas Putusan MK 

Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 lahir dari adanya permohonan uji 

materiil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 

Perkawinan, yang dimohonkan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. 

Mochtar Ibrahim dengan anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. 



Dalam hal ini, Muhammad Iqbal Ramadhan merupakan anak Aisyah Mochtar 

dengan Moerdiono yang melakukan pernikahan di bawah tangan. 

Terkait pernikahan tersebut, Muhammad Iqbal Ramadhan lahir dalam 

bingkai nikah yang tidak dicatat dan oleh negara dipandang sebagai anak luar 

nikah yang tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya (Moerdiono) 

sebagaimana maksud Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan.
87

 Oleh sebab itu, 

Aisyah Mochtar selaku pemohon bersama anaknya melakukan uji materiil atas 

kedua pasal tersebut. Sebab, menurut Aisyah Mochtar Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 

43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan 

ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. 

Khusus Pasal 43, Aisyah Mochtar memandang ketentuan hukum mengenai 

keperdataan anak seperti tersebut di dalamnya bertentangan dengan Pasal 28B 

ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “setiap anak berhak atas kelangsungan 

hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi. Sebab, peniadaan hubungan keperdataan anak dengan ayahnya 

yang sah secara norma agama dipandang sebagai bentuk diskriminasi. Dalam hal 

ini, Aisyah Mochtar menyebutkan bahwa perkawinannya adalah sah dan sesuai 

rukun nikah serta norma agama sebagaimana diajarkan Islam. Perkawinan 

Pemohon bukanlah karena perbuatan zina atau setidak-tidaknya dianggap sebagai 

bentuk perzinahan. Begitu pula anaknya adalah anak yang sah. Dalam pandangan 

Islam hal yang berbeda dan sudah barang tentu sama dengan ketentuan dalam 

Undang-Undang Perkawinan adalah menyangkut seorang wanita yang hamil dan 
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tidak terikat dalam perkawinan maka nasab anaknya adalah dengan ibu dan 

keluarga ibunya.
88

 

Dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka hak-hak 

konstitusional Aisyah Mochtar dan anaknya Muhammad Iqbal untuk dapat 

disahkan atas pernikahan tersebut sebagaimana Pasal 2 ayat (2) serta status hukum 

anaknya yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat 

(1) UUD 1945 telah dirugikan. 

Berangkat dari gambaran Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut, 

dapat dipahami bahwa permohonan Aisyah Mochtar ada dua macam, yaitu 

tentang pengesahan pernikahan menurut hukum negara sebagaimana Pasal 2 ayat 

(2), dan tentang keperdataan anak sebagaimana Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) 

Undang-Undang Perkawinan. Dua permohonan uji materiil tersebut bila 

diperhatikan saling berkesinambungan. Artinya, satu sisi menguji tentang 

pencatatan nikah sebagai alat bukti yang diwajibkan dalam hukum positif, di sisi 

lain justru mengenai akibat hukum dari tidak dicatatkannya pernikahan 

sebagaimana dialami oleh pemohon (Aisyah Mochtar) itu sendiri. 

Pada tahun 2012, yaitu dua tahun setelah permohonan uji materil tersebut 

dimohonkan, Mahkamah Konsitusi mengeluarkan putusan dengan memutus 

perkara, yaitu mengabulkan untuk sebagian permohonan pemohon dan menolak 

permohonan pemohon liannya. Permohonan yang ditolak adalah tentang uji 

materil Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, sementara itu yang diterima 

adalah permohonan uji materiil atas Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan. 
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Dengan diterimanya permohonan Pasal 43 tersebut, maka bunyi pasal yang 

sebelumnya menyatakan: “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, harus dibaca 

dan diberlakukan menjadi: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki 

sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, 

termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Dengan demikian, anak 

luar nikah masih menjadi tanggungan laki-laki yang dianggap sebagai ayahnya. 

Sebagaimana disebutkan dalam “Majalah Konstitusi”, bahwa anak di luar 

perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis. Syaratnya adanya 

hubungan darah antara anak dan ayah biologis dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan, teknologi, atau alat bukti yang diatur Undang-Undang. MK 

memutuskan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan bukan anak haram dan 

berhak mendapatkan akte kelahiran dari negara dan berhak mendapat harta waris 

dari ayah tersebut.
89

 

Menariknya, permohonan uji materiil Pasal 43 tersebut adalah dalam hal 

status hukum anak luar nikah sebab nikah di bawah tangan. Sementara itu, 

Mahkamah Konstitusi justru memandang setiap anak luar nikah, baik sebab zina, 

maupun sebab nikah di bawah tangan juga berlaku sama. Hal ini dapat dipahami 

dari paparan sebelumnya, di mana keperdataan setiap anak dapat dihubungkan 
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ketika telah dibuktikan adanya hubungan darah dengan laki-laki yang dianggap 

sebagai ayahnya tanpa memperhatikan status sah tidaknya pernikahan. 

 

3.3.2. Maṣlaḥah terhadap Perlindungan Anak 

Kajian teori maṣlaḥah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kajian 

hukum. Agama Islam sendiri, seperti telah disebutkan pada bab dua, menetapkan 

hukum dengan tujuan untuk kemaslahatan kehiduapan manusia. Artinya, bicara 

maṣlaḥah tidak lain bicara dalam hal tujuan yang ingin dicapai dari semua 

konstruksi hukum yang ada dalam Islam. Bidang hukum keluarga misalnya, 

semua ketetapan yang ada, baik mengenai kewajiban orang tua terhadap anak, 

maupun hak-hak dalam keluarga secara umum ditetapkan berdasarkan nilai-nilai 

kemaslahatan. 

Kaitannya dengan kedudukan anak luar nikah di Indonesia, satu sisi 

putusan MK memberikan angin segar bagi anak yang terlahir di luar pernikahan, 

di sisi lain justru ada asumsi tentang terbukanya praktek hubungan luar nikah, 

baik dalam kategori zina maupun nikah di bawah tangan. Terhadap terbukanya 

praktek hubungan luar nikah ini, menjadi asumsi dan pendapat dari beberapa ahli 

agama, ulama, cendikiawan muslim, bahkan aktivis dan para mahasiswa. Sangat 

disayangkan bahwa putusan MK tersebut tidak hanya memberi peluang hubungan 

luar nikah, tetapi tampak telah mengubah konstruksi hukum agama. Sebab, MK 

tidak mengakomodasi nilai-nilai hukum Islam di dalam menelaah penetapan hak-

hak anak luar nikah. 



Seperti telah disebutkan, bahwa putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah 

memberi angin segar khususnya bagi anak-anak yang lahir di luar nikah tanpa 

ayah yang jelas. Putusan tersebut pada dasarnya sebagai jawaban sekaligus 

memberikan perlindungan bagi anak yang dilahirkan. Konsep utama yang dapat 

dipetik dari ditetapkannya keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologisnya 

sebagaimana maksud Pasal 43 pasca putusan MK yaitu adanya usaha hakim 

dalam merealisasikan kemaslahatan anak. Artinya, maṣlaḥah pada Pasal 43 

khususnya bagi anak yang sebelumnya tidak ada, kemudian direalisasikan dengan 

bunyi Pasal 43 pasca putusan MK. 

Konsep maṣlaḥah yang direalisasikan dalam Pasal 43 pasca putusan MK 

adalah semata untuk memberi perlindungan bagi anak tanpa melihat status 

pernikahan kedua orang tuanya apakah sah atau tidak, apakah dicatat atau tidak. 

Hal ini dapat dipahami dari beberapa kutipan pendapat hakim konstitusi sebagai 

berikut: 

“ Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata 

karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada 

pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut 

sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi 

perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan 

hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena 

kelahirannya di luar kehendaknya”. 

 

Kutipan ini menjelaskan bahwa anak luar nikah harus mendapat 

perlindungan hukum, meski anak tersebut lahir dari pernikahan yang tidak 

mengikuti prosedur/administrasi perkawinan yang ada di Indonesia, misalnya 

nikah yang tidak dicatat. Namun demikian, anak-anak luar nikah yang wajib 

dilindungi sebagai realisasi dari maṣlaḥah bukan hanya dari anak dari nikah tidak 



dicatat/nikah di bawah tangan, tetapi bagi anak zina juga sama, hal ini dapat 

dipahami dari keterangan hakim konstitusi sebagai berikut:  

“ Pasal a quo menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan 

keperdataan dengan bapak kandungnya. Hal tersebut adalah risiko dari 

perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak 

dilaksanakan menurut UU 1/1974, tetapi tidaklah pada tempatnya jika 

anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan 

(perkawinan) kedua orang tuanya. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi, 

hukum negara maupun hukum agama (dalam hal ini agama Islam) tidak 

mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang 

dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau yang dikenal dengan istilah “dosa 

turunan”. Dengan kata lain, potensi kerugian akibat perkawinan yang 

dilaksanakan tidak sesuai dengan UU 1/1974 merupakan risiko bagi laki-

laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko yang 

harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. 

Dengan demikian, menurut saya, pemenuhan hak-hak anak yang terlahir 

dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut 

menurut hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung 

atau kedua orang tua biologisnya”. 

 

Selanjutnya, maṣlaḥah atas perlindungan anak zina juga dapat dilihat dari 

pernyataan hakim sebagai berikut: 

“ Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali 

mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah 

masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum 

yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang 

ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan 

perkawinannya masih dipersengketakan”.  

 

Dua kutipan terakhir secara tegas menyatakan bahwa anak-anak yang lahir  

tanpa ayah sering mendapat perlakuan diskriminasi. Dengan itu, hukum yang ada 

di Indonesia melalui Pasal 43 pasca putusan MK harus menempatkan anak 

sebagaimana anak-anak yang lain, mendapat hak dari ayahnya, wajib dilindungi 

oleh keluarga, dan hak-hak keperdataan seperti nafkah, warisan, dan biaya hidup 

anak lainnya wajib dipenuhi oleh ayah biologisnya. Hal ini tanpa melihat apakah 

pernikahan kedua ibu bapaknya sah atau tidak. Artinya, anak zina, anak dari 



hubungan nikah di bawah tangan sama-sama harus mendapat perlindungan hukum 

sebagai bagian dari realisasi atas konsep maṣlaḥah. 

Berangkat dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa teori maṣlaḥah yang 

digunakan terhadap perlindungan hukum bagi anak luar nikah adalah maṣlaḥah 

mulghah, artinya sesuatu yang dipandang baik menurut akal tetapi tidak sesuai 

dengan ketentuan hukum Islam. Putusan tersebut seolah memberikan keadilan 

sekaligus kepastian hukum kepada anak-anak yang terlahir di luar pernikahan. 

Pada saat yang sama, putusan ini juga seolah menghapus stigma “anak tanpa 

ayah” di masyarakat, dan kepastian dan prinsip persamaan di hadapan hukum 

tanpa diskriminasi dapat terwujud. Sementara dalam Islam, stigma negatif tersebut 

ada lantaran perbuatan haram yang melatar belakanginya. 

Konsep maṣlaḥah mulghah seperti yang diterapkan oleh Mahkamah 

Konstitusi pada Pasal 43 tersebut sebenarnya telah disinggung jauh-jauh hari oleh 

Abdul Manan. Dalam bukunya: “Reformasi Hukum Islam di Indonesia”, Abdul 

Manan menjelaskan: 

“ Sudah sewajarnya maṣlaḥah mulghah tetap dipertahankan dan perlu terus 

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan situasi setempat 

dengan seleksi yang ketat dan betul-betul untuk kepentingan umum. 

Diharapkan para mujtahid tetap memprioritaskan dalil-dalil nas untuk 

menetapkan suatu hukum, tetapi apabila dalil-dalil nas tersebut tidak ada 

atau sudah ada tetapi tidak bisa menyelesaikan problem yang dihadapi oleh 

masyarakat dewasa ini, maka atas dasar kemashlahatan dan kepentingan 

umum (maqashid syari‟ah) tidak ada salahnya menggunakan teori 

maṣlaḥah, termasuk maṣlaḥah mulghah sebagai dalil hukum dan hujjah 

syari‟ah”.
90
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Dalam hal ini, Abdul Manan menyebutkan bahwa contoh konkrit 

penerapan teori maṣlaḥah yaitu dengan mengakui anak zina dan menetapkan 

nasab ayah kepada anak untuk melindungi hak-hak anak tersebut. Selain itu, 

Wahyu Nugroho dalam “Majalah Konstitusi” juga menyebutkan bahwa 

perlindungan anak luar nikah wajib dilakukan demi kemaslahatan anak. Ia 

menambahkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tujuan dari perlindungan anak untuk 

menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya 

anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
91

 Jadi, bagaimana 

pun anak yang lahir di luar perkawinan itu semestinya diperlakukan sama seperti 

anak-anak lainnya yang lahir dari hasil ikatan perkawinan. Hanya saja, timbul 

persoalan di kemudian hari di mana anak yang dilahirkan tanpa memiliki 

kejelasan status ayah seringkali mendapat tanggapan yang negatif dan perlakuan 

yang tidak adil di tengah-tengah masyarakat.  

Dalam mengomentari perlindungan anak seperti ketentuan Pasal 43 pasca 

putusan MK, Wahyu Nugroho melanjutkan bahwa anak luar nikah jangan sampai 

ikut menanggung kerugian perbuatan yang dilakukan oleh orangtuanya. Hal inilah 

yang semestinya masyarakat agar dapat berpikir jernih untuk merespon putusan 
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tersebut, serta keberadaan darah anak dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan perkembangan teknologi mutakhir.
92

 

Jadi, konsep maṣlaḥah yang digunakan yaitu untuk melindungi hak-hak 

perdata anak dari orang tua biologisnya. Perlindungan anak tersebut dilakukan 

bagian dari usaha untuk memberi keadilan serta menghindari perlakuan 

diskriminasi bagi anak. Tujuan Mahkamah Konstitusi memberi perlindungan bagi 

anak luar nikah dengan menetapkan status keperdataannya dengan ayah 

biologisnya adalah untuk mencapai kemaslahatan hukum. Namun, kemaslahatan 

yang dimaksud masuk dalam ranah maṣlaḥah mulghah. 

Dalam hukum Islam, kemaslahatan jenis maṣlaḥah mulghah tidak diakui 

dan tidak dibenarkan. Dalam kasus anak luar nikah sebab zina, hukum Islam 

memang menempatkan posisi anak tidak memiliki hubungan nasab dengan laki-

laki pezina yang menyebabkan anak itu lahir. Hubungan keperdataan seperti 

nafkah, warisan, segala kebutuhan lainnya hanya dapat diperoleh ketika ada 

hubungan nasab yang jelas antara seseorang dengan orang lain yang satu nasab. 

Sementara zina, bukanlan satu hubungan yang dapat mengikatkan hak-hak 

tersebut, sebab nasab anak tidak bisa diikatkan kepada seseorang karena zina, 

melainkan harus ada pernikahan yang sah secara agama, atau nikah yang fasid, 

atau hubungan subhat (wati‟ syubhat).
93

 

Logika hukum yang digunakan oleh Hakim Konstitusi tampak meniadakan 

norma agama dalam menetapkan kedudukan dan perlindungan hukum anak luar 

                                                           
92

Wahyu Nugroho, “Perlindungan Anak dan Hak-Hak Konstitusional”. Dimuat dalam 

Saiful Bachri, “Majalah Konstitusi”. Februari 2012, hlm. 6. 
93

Wahbah Zuhaili, al-Fiqh Islāmī wa Adllatuh, ed. In, Fiqih Islam: Hak-Hak Anak, 

Wasiat, Wakaf, Warisan, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 

2011), hlm. 34. 



nikah. Sejauh amatan penulis, Islam tidak mengenal adanya konsep ayah biologis, 

Islam hanya mengenal ayah yang sah. Hubungan darah (dalam arti gen) seorang 

anak dengan seseorang yang dipandang sebagai ayahnya memang bisa dibuktikan 

secara teknologi sehingga ada hubungan biologis di dalamnya. Seorang anak yang 

telah terbukti hasil zina pun juga dapat dibuktikan adanya pertalian darah tersebut. 

Pembuktian tersebut memberi istilah baru di mana anak zina disebut sebagai 

“anak biologis”, dan laki-laki pazina disebut sebagai “ayah biologis”. 

Tetapi, sekali lagi Islam tidak mengenal istilah-istilah tersebut, Islam tidak 

mengakui satu sebab di mana hubungan darah tersebut bisa dijadikan pengikat 

nasab dan pengikat hak-hak keperdataan secara timbal balik. Hal terpenting dalam 

Islam adalah adanya pernikahan yang sah, di mana akad nikah adalah akad yang 

sakral, hubungan yang sangat kuat (mitsaqan ghalizan) yang mempunyai 

konsekuensi legal dapat dihubungkannya nasab seorang anak dengan laki-laki 

sebagai ayahnya yang sah secara agama. 

Islam mengakui keberadaan konsep maṣlaḥah sebagai satu langkah 

penemuan hukum. Tetapi maṣlaḥah yang dimaksud harus tidak bertentangan 

dengan dalil yang lebih tinggi kedudukannya. Dalil yang dimaksud salah satunya 

keterangan hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud (halaman 33-35), di mana anak 

zina hanya dinisbatkan kepada pemilik ranjang (riwayat Bukhari) dan Rasulullah 

menetapkan pada ibunya saja (riwayat Abu Daud).  

Menisbatkan anak zina kepada ayah zina hanya berlandasrkan logika 

semata tanpa mempertimbangkan dalil syarak. Sesuatu yang dipandang baik 

menurut akal belum tentu sama dianggap baik seperti yang diinginkan oleh Allah 



dan Rasul. Islam hanya mengakui kemaslahatan yang dianggap oleh akal dan 

bersesuaian dengan dalil syara‟ (maṣlaḥah mu‟tabarah), serta kemaslahatan yang 

dipandang oleh akal manusia, namun dalil-dalil Islam belum mengaturnya secara 

rinci (maṣlaḥah mursalah). Sebaliknya, Islam tidak mengakui sesuatu yang 

dipandang baik, dipandang maslahat menurut akal, tetapi bertentangan dengan 

dalil-dalil Alquran dan hadis (maṣlaḥah mulghah), hal ini seperti akal manusia 

yang memandang bahwa melindungi anak luar nikah sebab zina wajib sebagai 

suatu yang baik, dan ia harus memiliki hubungan perdata dengan ayah 

biologisnya. Sementara dalam Islam, anggapan tersebut justru bertentangan 

dengan dalil Alquran dan hadis. 

Dalam konteks penetapan hak keperdataan anak, maka timbangan 

utamanya adalah dalil nas yang menyebutkan hak nasab dan hak perdata. Sebab, 

mendahulukan dalil nas dengan tidak menetapkan nasab dan hak keperdataan 

anak kepada laki-laki pezina lebih utama, sebab hal ini sebagai sarana untuk 

menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma hukum Islam. Hal ini sesuai dengan salah 

satu kaidah fikih yang dimuat dalam kitab “Qawā‟id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-

Anām” karya Izz al-Dīn „Abd al-„Azīz bin „Abd al-Salām, yaitu:  

ٔنهٕسائم أحكاو انًماصد، فانٕسٛهح إنٗ أفضم انًماصد 

ْٙ أفضم انٕسائم.... فًٍ ٔفمّ الله نهٕلٕف عهٗ تزتة 

 94.عزف فاضهٓا يٍ يفضٕنٓاانًصانح 

Hukum sarana sebagaimana hukum maksud yang dituju. Sarana menuju 

maksud yang paling utama merupakan sara yang paling utama.... barang 

                                                           
94

Abī Muḥammad „Izz al-Dīn „Abd al-„Azīz bin „Abd al-Salām al-Sallamī, Qawā‟id al-

Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām, (Al-Azhar: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhadiyyah, 1991), hlm. 53-55. 



siapa yang diberikan karunia Allah untuk menentukan urutan 

kemaslahatan niscaya ia tahu hal yang lebih utama. 

Poin penting yang harus dilihat adalah pertimbangan penetapan hukum 

suatu masalah. Dalam Islam, pertimbangan penetapan hukum adalah 

mendahulukan dalil nash syarak dibandingkan dengan rasionalitas akal. Sebab, 

akal posisisnya hanya digunakan dalam menelaah ketentuan nash syarak. 

Misalnya menganalisis sebab-sebab satu ketentuan hukum ditetapkan bagi 

manusia dan menganalisis tujuan ditetapkannya hukum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BAB IV 

PENUTUP 



 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa penelitian, maka dapat disimpulkan ke dalam dua 

poin, yaitu: 

3. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Pasal 43 UU No. 1/1974 memuat 

ketentuan kedudukan keperdataan anak luar nikah tidak hanya kepada ibu dan 

keluarga ibunya saja, tetapi dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat 

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain 

menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata 

dengan keluarga ayahnya.  

4. Ketentuan Pasal 43 UU No. 1/1974 pasca putusan Mahkamah Konstitusi 

menetapkan adanya hubungan keperdataan anak luar nikah kepada ayah 

biologisnya. Penetapan ini didasari atas perlindungan dan kemaslahatan anak. 

Teori maṣlaḥah yang dipakai cenderung menggunakan maṣlaḥah mulghah, 

yaitu kemaslahatan yang dipandang sesuai menurut akal tetapi bertentangan 

dengan dalil Alquran dan hadis. 

 

4.2. Saran 

1. Hendaknya, ketentuan anak luar nikah sebagamana maksud Pasal 43 UU No. 

1/1974 pasca putusan Mahkamah Konstitusi dimaknai hanya pada anak luar 

nikah sebab nikah di bawah tangan saja, tidak untuk anak luar nikah sebab zina. 

Sebab, pemohon (Aisyah Mochtar) mengajukan permohonan uji materiil Pasal 



43 tersebut berkenaan dengan status anaknya (Muahammad Iqbal) lahir dari 

hubungan luar nikah sebab nikah di bawah tangan. 

2. Mahkamah Konstitusi memang memiliki peran dalam menguji Undang-Undang 

terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Namun, khusus Pasal 43 yang 

dimohonkan oleh Machica Muchtar hendaknya tidak memberikan perluasan 

makna untuk anak luar nikah secara umum. Sebab, hal ini akan memberi ruang 

perdebatan alot banyak kalangan serta membenturkan hukum agama dan 

hukum negara. 
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